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14 Desa Rawan Penyalahgunaan DD

KEPAHIANG - Sebanyak 14
desa di Kabupaten Kepahiang
saat ini menjadi fokus audit
oleh Inspektorat Daerah (Ipda)
Kabupaten Kepahiang. Pasal-
nya 14 desa tersebut disinyalir
rawan terhadap penyalahgu-
naan Dana Desa (DD) Tahun
2019.

Diungkapkan Kepala Inspe-
ktorat Daerah (Ipda) Kabu-
paten Kepahiang, Harun, SE,
AK, M.Si, difokuskannya audit
terhadap 14 desa tersebut

~ berdasarkan hasil monitor-

waktu lalu. Menurutnya dari
105 desa di Kabupaten Kepa-
hiang, ada 14 rawan terjadi
temuan penyalahgunaan DD.

“Untuk itu kita akan lakukan
audit, dan minta temuan itu
dikembalikan. Hanya saja saat
ini kita belum bisa beberkan
desa manasajaitu, dan berapa
temuan yang sudah kita dapat-
kan," jelas Harun.

Harun mengakui, untuk ta-
hun ini banyak Kades di Ka-
bupaten Kepahiang terpaksa
berurusan dengan aparat pen-

laan DD. Untuk itu saatiniIpda
melakukan langkah dengan
merubah pola audit. Jika se-
belumnya setelah tahun ang-
garan, tapi kini tengah tahun

" anggaran sedang berjalan. “Ini

dilakukan agar proses realisasi
DD bisa maksimal. Kalaupun
ada temuan kerugian negara
bisa segera dikembalikan,”
bebernya.

Ada dua macam pola audit
yang akan dilakukan Ipda
Kepahiang. Yakni post audit
dan current audit. Post au-

ing yang dilakukan beberapa

tahun anggaran berakhir. Se-
mentara current audit di-
lakukan saat tahun anggaran
sedang berjalan.

“Kalau post audit, itu temuan
yang ada sulit dikembalikan.
Hal ini terjadi dari kasus-kasus
penyalahgunaan DD yang ada
selama ini. Yakni kerugian
negara tidak sanggup dikem-
balikan oleh aparat desanya,”
bebernya.

Lanjut Harun, sejauh ini
proses audit masih terus ber-
langsung. Dari 14 desa terse-
but, baru 6 desayang sudah se-

egak hukum, lantaran pengelo-

katnya.(sly)

lesai audit. Dan ditermukan acue
beberapakerugian negara. Na-
mun demikian temuan terse-
but langsung ditindaklanjuti
Ipda kepada pihak desa, agar
segera dikembalikan sebelum
tahun anggaran berakhir.
“Masih ada beberapa desa
lagi yang belum kita audit. Tar-
get kita, sebelum tahun ang-

‘garan berakhir, seluruh desa

sampel tersebut sudah selesai
diaudit, dan tidak ada kerugian
negara yang ditimbulkan dari
pengelolaan DD-nya,” sing-

dit merupakan audit setelah



